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ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITASKINERJA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
DI DINASPENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Oleh:

LIDYA DWI SURYAJAYANTI
NPM : 1303100102

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pendidikan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat
atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Akuntabilitas terkait dengan kinerja penye-
lenggaraan urusan pemerintahan, seperti urusan bidang pendidikan. Akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan pendidian terhadap pelayanan publik pada Dinas Pendidikan
Serdang Bedaga masih di katakan kurang baik. Aparat birokrasi dalam memberikan
pelayanan publik kadang-kadang mash menerapkan standar nilai atau norma pelayan
secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang tidak tepat sasaran dan tepat waktu,
sehingga kecendrungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat birokrasi untuk
akuntabilitas terhadap masyarakat yang dilayaninya. Sehingga masalah yang dirumuskan
daam penelitian skripsi ini adalah bagaimana  pengaruh akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pendidikan terhadap peningkatan pelayanan publik di Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun Tujuan dari penditian Skrips ini adalah untuk
mengetahui apakah ada pengaruh akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan
terhadap peningkatan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang
Bedagai. Hipotess yang dirumuskan adalah ada pengaruh akuntabilitas kinerja
penyeleng-garaan pendidikan terhadap peningkatan pelayanan publik pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Metode dalam penelitian skripsi ini adalah
adalah metode deskriptif dengan andisis kuantitatif, dan teknik pengumpulan data
melalui angket (Questioner). Dari perhitungan korelasi Product Momen diperoleh hasil
rxy = 0,588, dan setelah dikonsultasikan dengan tabel Interpretasi koofesien Korelasi
maka tingkat korelasi antara variabel bebas (X) Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan
Pendidikan dengan variabel terikat (Y) Peningkatan Pelayanan Publik berada pada tingkat
interpretasi sedang, yaitu berada antara 0,40-0,599.. Dengan mengkonsultasikan hasil
tersebut dengan r tabel yakni pada sampel N = 40 dengan taraf singnifikan 5 % dimana
nila r tabel tersebut adalah 0,312, maka hal ini berarti bahwa nilai r hitung yang nilainya
0,588 lebih besar dari pada r tabel yakni 0,312 (0,588 > 0,312), dengan demikian
hipotesis alternatif diterima. Artinya ada pengaruh variabel bebas (X) yaitu Akuntabilitas
Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu Peningkatan
Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah suatu ukuran
yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pendidikan dengan ukuran nilai-nilai atau norma
eksterna yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders.
Nilai dan norma pelayanan yang berkembang di masyarakat tersebut, di
antaranya, meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan
penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang di

kembangkan terhadap masyarakat penggunajasa.

Lahirnya undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah telah membangun struktur organisas pemerintahan daerah yang lebih
baik dan secara hierarki telah mengatur hubungan kewenangan yang jelas.
Oleh karena itu, semenjak diterbitkannya undang-undang ini, pemerintah
daerah dituntut berussha untuk meningkatkan pelayanan publik secara
berdayaguna dan berhasilguna. Seiring dengan hal itu, tuntutan masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu
kewaktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya
kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban
pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya,
yang dikenal dengan pelayanan prima.
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Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan prima adalah bukan hanya
menciptakan sebuah pelayanan yang efektif dan efisien, namun juga
bagaimana pelayanan dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan
status dari masyarakat yang dilayani atau dengan kata lain bagaimana
menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis. Menilai kualitas pelayanan
publik adalah sangat diperlukan oleh pengguna jasa pelayanan termasuk
tingkat kesulitan atau kemudahannya mengenai karakteristik pelayanan yang

diberikan.

Akuntabilitas terkait dengan kinerja penyelenggaraan  urusan
pemerintahan, seperti urusan bidang pendidikan, karena ha inilah yang
membedakan  akuntabilitas dengan cara-cara yang lebih tradisional dalam
mempertanggung jawabkan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Dalam
pengertian yang lebih luas, akuntabilitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan berarti bertanggung jawab kepada publik. Dalam hal ini perlu
dilihat praktek—praktek yang digunakan oleh pihak—pihak yang
berkepentingan dengan pelayanan publik untuk menjamin suatu tingkat
kinerja yang diinginkan karena dalam organisas publik, akuntabilitas berarti
suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan
visi, misi dan strategi maupun pelaksanaannya dalam organisasi publik yang
bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Secara umum, akuntabilitas kinerja penyelenggaraan  urusan

pemerintahan terhadap pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Serdang
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Bedaga masih di katakan kurang baik. Aparat birokrasi dalam memberikan
pelayanan publik kadang-kadang masih menerapkan standar nilai atau norma
pelayan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang tidak tepat sasaran
dan tepat waktu, sehingga kecendrungan yang terjadi adalah lemahnya
komitmen aparat birokrasi untuk akuntabilitas terhadgp masyarakat yang
dilayaninya. Salah satu fokus penyebab yang menjadi rendahnya tingkat
akuntabilitas birokrasi adalah terlalu lamanya proses terbiasa budaya kerja
birokrasi yang mengarahkan aparat birokrasi untuk selalu melihat keatas.
Selama ini aparat birokrasi telah terbiasa mementingkan kepentingan
pimpinan dari pada kepentingan masyarakat pengguna jasa. Birokrasi tidak
pernah merasa bertanggung jawab kepada publik, melainkan bertanggung

jawab kepada pimpinan atdengan au atasannya.

Dalam hal ini perlu dilihat praktek—praktek yang digunakan oleh pihak—
pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pendidikan  untuk
menjamin suatu tingkat kinerja yang diinginkan karena dalam organisasi
publik, akuntabilitas berarti suatu perwujudan kewagjiban untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan visi, misi dan strategi maupun
pelaksanaannya dalam organisasi publik yang bersangkutan dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Seharusnya Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang
Bedagai harus |ebih mengutamakan tanggung jawabnya kepada masyarakat di

bandingkan kepada atasannya.



C.

4

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan tersebut, pada
Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, maka
pelayanan yang di berikan harus lebih mengutamakan pentingnya
akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul; Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan
Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten
Serdang Bedagai.

Rumusan M asalah

Sumartono  (2002.23), mengatakan bahwa perumusan masalah
merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan
ke mana suatu peneliti di arahkan. Perumusan masalah pada hakikatnya
merupakan perumusan peryataan yang jawaban akan di cari melalui
penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis beranggapan bahwa suatu masalah
yang relavan untuk di rumuskan dalam penelitian ini adalah; bagaimana
Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap
Peningkatan Pelayanan Publik Di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang

Bedagai

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan
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agar peneliti lebih terarah dalam melaksanakan penelitiaannya. Tanpa adanya
arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat
hasil sebagaimanayang diharapkan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Penyeleng-
garaan Pendidikan Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas
Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
2. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar peneliti
tersebut memberikan manfaat. Adapun beberapa manfaat yang di harapkan
dari penelitian ini adalah:
a Untuk melatih diri penulis berfikir secara ilmiah, rasional dalam
menghadapi permasal ahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
b. Sebagai bahan kajian atau referensi bagi ilmu-ilmu sosial, khususnya Ilmu
Adminitrasi Negara.
c. Hasil penelitian dapat memberikan masukan pada instansi pemerintah

daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

D. Sistematika Penulisan

BAB | :PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan

masal ah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. serta sistematika



penulisan.

BAB Il : URAIAN TEORITIS

BAB Il

BAB IV

BAB V

Pada Bab ini mengemukakan konsepsi Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi uraian tentang
pengertian akuntabilitas, Kinerja dan konsep Penyelenggaraan
pendidikan. Selanjutnya dalam bab ini juga diuraikan tentang
konsep Pelayanan Publik dan Pelayanan Prima, serta hubungan
Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan dengan

pelayanan publik.

: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan Jenis penelitian, definisi operasional, teknik
pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data. Lokasi

dan waktu penelitian sertatinjauan umum objek penelitian.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian data hasil penelitian

dan pembahasan dalam pengujian hipotesis.

. PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran-saran yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTARRI

LAMPIRAN

WAYAT HIDUP



BAB Il

URAIAN TEORITIS

A. Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan
1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari seorang atau kelompok
orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak
pemberi amanat baik secara vertika maupun secara horizontal. Dalam
pengertian yang sempit akuntabilitas meliputi proses tanggung jawab
kepada pihak otoritas yang lebih tinggi dalam suatu birokrasi atau rantai

komando dalam organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewgjiban suatu instansi
pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapa tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran yang telah ditetgpkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik. (Inpres No. 7 Tahun 1999)

Menurut Manullang (2001 : 382) Akuntabilitas adalah pertanggung
jawaban seorang atau instansi kepada atasannya atas amanah yang di
terimannya. Akuntabilitas (accountability) ini berada dengan kewajiban
(obligation), karena akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dan
kemampuan untuk menjawab (answerability) kepada seseorang, yaitu
atasan, badan, dan lain sebagainya, sedangkan kewajiban adalah pertang-

gung jawaban sesuatu tingkatan tertentu dari kinerja kepentingan publik.

7



8

Menurut Dwiyanto (2001: 57) Akuntabilitas penyelenggara pelayanan
publik dalam penelitian ini di lihat melalui indikator- indikator kinerja yang
meliputi: (1) acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam
proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan
prinsip orentasi pelayanan yang di kembangkan oleh birokrasi terhadap
masyarakat pengguna jasa; (2) tindakan yang di lakukan oleh aparat birokrasi
apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan
yang telah di tentukan; (3) dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapajauh
kepentingan pengguna jasa memproleh proritas dari aparat birokrasi.

Menurut Jabbra dan Dwivedi (1989:607) akuntabilitas dalam pelayanan
publik mengandung tiga dimensi, yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, dan
liabilitas. Bertanggung jawab berarti memiliki otoritas untuk bertindak,
mampu mengendalikan, bebas memutuskan, mampu bertindak rasiondl,
konsisten, dan dapat di percaya dalam melakukan penilaian atau keputusan.
Akuntabilitas mengendalikan hubungan kekuasaan di satu pihak, pemerintah
bisa memberi pertanggungjawaban dengan melgporkan, menjelaskan,
memberi alasan, membuat perhitungan, dan menyerahkan penilaian kepada
pihak di luar organisasi atau publik, di lain pihak, dan intansi atau organisasi
yang bisa meminta pejabat publik untuk memberi pembenaran atas gpa yang

di lakukan, atau memberi hukuman atau sanksi terhadap kinerjayang jelek.
Terkait dengan konsep Good Governance, dalam prakteknya aparat
dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan atas kewenangan yang

diembannya. Dalam hal mempertanggung jawabkan kewenangannyainilah
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aparat pemerintah dituntut untuk menjalankan asas-asas akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa
akuntabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instans pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan melalui alat pertanggungjawaban

secara periodik.

Jadi, berdasarkan pendapat para ahli di atas akuntabilitas dapat di artikan
pertanggung  jawaban  pegawai/gparat instansi pemerintah terhadap
penyelenggaraan tugas-tugas dan  pelayanan publik untuk memenuhi
masyarakat pengguna jasa.

Dampak dari adanya akuntabilitas adalah meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah, sehingga kredibilitas pemerintahan dapat
diakuai dan keberadaannya akan selalu didambakan. Hal itu menyebabkan
masyarakat untuk ikut peduli dan memberikan partisipasinya dalam setigp
program pemerintahan.

Akan tetapi dalam prakteknya menjalankan asas akuntabilitas, sering kali
mendapat hambatan-hambatan.

Menurut Suryono (2001:5) hal-hal yang dapat menghambat dari
akuntabilitas adalah :

a. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan sangat mempenga-

ruhi kinerjaorganisasi pelayanan dalam transaksi dan  interaksinya
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antara lingkungan dengan organisasi publik.

b. Budaya patrimonial, dimana budaya organisas penyelenggara pelayanan
publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradis politik dan budaya
masyarakat setempat yang sering tidak kondusif dan melanggar peraturan
yang telah ditetapkan.

Dari sini dapat dimengerti bagaimana menjalankan akuntabilitas yang
benar dan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas sehingga ciri-ciri
akuntabilitas yang efektif dapat dicgpai. Selain itu terlihat bahwa
akuntabilitas menghendaki bahwa birokrasi publik dapat menjelaskan secara
transparan (transparency) dan terbuka (openness) kepada publik mengenal
tindakan-tindakan apa sgja yang telah dilakukan.

Menurut Jabbra dan Dwivedi (1989:5-8) akuntabilitas dibagi menjadi
empat macam, yaitu :

1) Akuntabilitas Administratif

Bahwa dalam rangka pertanggungjawaban organisasi diperlukan
pertanggungjawaban yang dimulai dari pusat ke unit-unit di bawahnya
Untuk membatasi hubungan yang bersifat hirarki internal agar lebih jelas,
maka dapat di bentuk jaringan yang informal. Oleh karenanya prioritas
ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi diutamakan pada jenjang yang
paling atas dan diikuti terus sampai kebawah, dan pengawasan
dilaksanakan secara intensif agar aparat tetap menuruti perintah yang
diberikan. Demikian pula bilamana terjadi pelanggaran akan diberikan

peringatan mulai dari yang paling ringan sampai kepemecatan.
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2) Akuntabilitas Legal

3)

4)

Setigp tindakan administrsi dari  aparat pemerintahan darus
dipertanggungjawabkan dihadapan legidatif atau didepan Makamah.
Pelanggaran  kewagjiban-kewgjiban  hukum  ataupun  keterbatasan
kemampuannya memenuhi  keinginan Badan Legidatif maka
pertanggungjawaban  aparatur atas  tindakan-tindakannya  dapat
dilaksanakan didepan pengadilan ataupun proses revisi peraturan yang
dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Akuntabilitas Profesional

Para aparat profesional berharap dapat memperoleh kebebasan yang
lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam menetapkan
kepentingan publik, dan mereka berharap pula adanya masukan-masukan
yang baik demi perbaikan. Kode etik profesional dan kepentingan publik,
harus berjalan seimbang untuk memilih dari keduanya maka mereka harus
mengutamakan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik.

Akuntabilitas Moral

Pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara moral atas
tindakan-tindakannya. Oleh sebab itu setigp tindakan aparat hendaknya
didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana diakui oleh
konstitus dan peraturan-peraturan lainnya serta diterima oleh publik
sebagai normadan perilaku sosia yang telah matang. Oleh karenaitu tidak
berlebihan bila publik berharap agar perilaku para politis dan aparat

pemerintah didasarkan atas nilai-nilai moral. Akuntabilitas moral perlu
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dikembangkan untuk menghindari penyimpangan kepentingan.

Pendapat lain yang membagi akuntabilitas, seperti yang dikemukakan
Kumorotomo (1992:153-155) bentuk pertanggungjawaban etis dan
pertanggungjawaban rasional. Selain itu tipe sistem pertanggungjawaban
dibagi menjadi :

1) Pertangungjawaban birokratis.

2) Pertanggungjawaban legal, berdasarkan pada keterkaitan antara pengawas
pihak-pihak di luar lembaga dengan anggota-anggota organisasi yaitu
seseorang individu atau kelompok yang mempunyai kekuatan untuk
membebankan sanksi-sanksi hukum atau menuntut kewajiban formal
tertentu.

3) Pertanggungjawaban profesional, dicirikan oleh penempatan control atas
aktivitas-  aktivitas organisasional ditangan para pejabat yang punya
kepakaran atau keterampilan khusus dalam melaksanakan suatu pekerjaan

4) Pertanggungjawaban politis, yang dicirikan dengan adanya tingkat
kepekaan atau daya tanggap terhadap kepentingan publik, sehingga yang
muncul sebagai pertanyaan bagi para administrator adalah untuk sigpa
mereka bertindak sedangkan warga pemilih yang mestinya diwakilkan
adalah masyarakat umum, pejabat-pejabat terpilih maupun generasi-
generasi yang akan datang.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
membedakan akuntabilitas menjadi tiga macam yaitu :

1) Akuntabilitas Keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai
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integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

2) Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberikan perhatian kepada
hasil kegiatan pemerintahan.

3) Akuntabilitas prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai apakah
suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah
mempertimbangkan masalah moralitas, etika kepastian hukum, dan
ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan
akhir yang telah ditetapkan (LAN, 2000:154)

Dari beberapa macam akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas, terlihat
bahwa akuntabilitas mencakup berbagai aspek atau segi dalam suatu
instansi. Lebih lanjut, akuntabilitas dapat dicapai dengan syarat kinerja para
pegawai dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan
kepadanya. Hal tersebut menggambarkan bahwa sangat erat kaitannya
antara akuntabilitas dengan kinerja pegawai.

Sehubungan dengan hal diatas, dapat dijelaskan kaitannya antara
akuntabilitas dengan kinerja pegawai. Bahwa akuntabilitas dibuat guna
mengatur dan membatasi kewenangan yang diemban oleh seorang pegawai
dalam bekerja sehingga kinerja pegawa dapat dipertanggungjawabkan

secara benar.
2. Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan
a. Konsepsi Kinerja

Pengertian kinerjamenurut Timple (1992 : 102) dipersamakan dalam
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Bahasa Inggris yaitu “performance’.
Kata performance sendiri biladilihat dalam Kamus Bahasa Inggris diartikan
sebagai daya guna, prestasi atau hasil.
Sehubungan dengan pernyataan hal diatas, Sudarto (1999:2) menjelaskan
bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu orang yang

dilakukan oleh individu, yang dapat ditujukan secarakonkrit dan dapat diukur.

Sedangkan menurut Dwiyanto (2006:52) mengemukakan beberapa
kriteriadalam melihat kinerja organisasi pelayanan publik antaralain :
1) Efisiens;

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi
pelayanan publik memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan
yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabiladiterapkan secara objektif,
kriteria seperti likuiditas, sovalitas dan rentabilitas merupakan kriteriayang
sangat relevan.

2) Efektivitas;
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut
tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi,
tujuan organisasi.

3) Keadilan;

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

4) Dayatanggap;

Berbeda dengan bisnis yang dilaksanakan oleh pihak swasta, organisasi
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pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau
pemerintahan akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu kriteria
organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan

secara transparan demi memenuhi kriteria dayatanggap ini.

Dari berbagai kriteriadi atas, kriteria tentang pegawai yang menampilkan
kinerja unggul yang dapat diuji dengan standart eksternal dan bukan hanya
standart internal, sebagaimana diuraikan di atas, tapi dinilai dgpat menggambar
kan fenomena yang terjadi seperti di Indonesia. Dengan kata lain bahwa
kriteriatersebut layak untuk digunakan sebagai acuan atau dasar oleh
pegawai dalam kinerjanya.

Dari sini dapat dilihat bagaimana kriteria kinerja yang bermutu dan standart
kinerja yang digunakan sebagai acuan oleh pegawal yang digunakan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pegawai

merupakan faktor utama untuk mencapai kinerjayang bermutu.

Dengan melihat berbagali penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa
kriteria kinerja yang baik dapat dicapai dengan dimulai dari peningkatan
sumber daya manusianya. Dalam hal ini, pegawa sebagai subyek yang harus
ditingkatkan mutunya. Dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dari
pegawai maka mutu kinerjayang unggul dapat dicapai.

Menurut Dwiyanto (2006:52-53) melihat kinerja bedasarkan pertimbangan
pertimbangan ekonomi, efesiensi, efektivitas, dan persamaan pelayanan. Aspek
ekonomi dalam kinerja di artikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber

daya seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan
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publik. Efisiens kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjukkan
kondisi tercapai perbandingan terbaik/ propolsional antara input pelayanan
dengan output pelayanan. Demikian pula, aspek efektivitas kinerja pelayanan
ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang

telah di tentukan.

Menurut Dwiyanto (2006:121) mengemukakan bahwa kinerja adalah
hasil kerja yang dapat di capai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu
organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam priode waktu

tertentu.

Berry et.ad daam Dwiyanto (2006:53) mengemukan bahwa kinerja
pelayanan publik yang baik dapat di lihat meldui berbagai indikator yang
sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat di lihat
melalui aspek fisik pelayanan yang di berikan, seperti tersedinya gedung
pelayanan yang representif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruangan yang
nyaman, pelaratan pendukung yang memiliki tehnologi yang cangkih, misalnya
komputer, penampilan aparat menarik di mata pengguna jasa, seperti seragam
dan aksesoris, serta berbaga fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan
akses pelayanan bagi masyarakat.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa kinerja adalah
hasil kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam
suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan

kewenengan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam mencapai tujuan
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organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai

dengan moral maupun etika
b. Konsepsi Penyelenggaraan Pendidikan

Salah satu faktor penting bagi kemajuan umat manusia/masyarakat adalah
pendidikan. Pendidikan merupakan usaha agar mengembangkan potensi
dirinya dan juga merupakan faktor dasar dari kemajuan bangsa. Oleh karnanya
sumber daya manusia sangat mutlak untuk di tingkatkan dalam menghadapi
perkembangan kemajuan yang ada. Dalam upaya meningkatkan sumber daya
manusia, usaha yang dapat dilakuan adalah melalui segi pendidikan yaitu

pendidikan formal, pendidikan non formal serta pendidikan informal.

Dalam Undang Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20
Tahun 2003 Pasal 26 dan 27 tentang Pendidikan Nonformal dan Informal
menyatakan bahwa:

Pendidikan Nonformal (Pasal 26):

1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
penambah, dan/ atau pendidikan formal dalam rangka mendukung
pendidikan sepanjang hayat.

2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik
dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan
fungsional serta sikap dan kepribadian profesional.

3) Pendidikan nonforma meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan
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5)

6)
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perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan
kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga
pelatihan, kelompok belgar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan
majelis taklim, serta pendidikan yang segjenis.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan
bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri,
dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh
lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan.

K etentuan mengenai penyel enggaraan pendidikan nonformal sebagai

mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat

(6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan Informal (Pasal 27):

1)

2)

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan
lingkungan berbentuk kegiatan belgjar secara mandiri.

Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan
pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai

dengan standar nasional pendidikan.
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Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan Informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia
sehingga setigp orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan dan pengetahuan
yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan
termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan
tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media
masa. Pendidikan Nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis,
di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau
merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja
dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan
belgarnya’.

Dari pendapat di atas memberikan pengertian bahwa Perpustakaan Balai
Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informa adalah perpustakaan
khusus yang dibangun dan didanai oleh badan pemerintah dalam rangka
memenuhi atau mencapai visi, misi dan tujuan lembaga tersebut yakni bidang
pendidikan nonformal guna mendukung pendidikan sepanjang hayat dan
pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk

kegiatan belgjar secaramandiri.
c. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kebijakan pemerintah dalam Pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menjadi tanggung jawab

satuan pendidikan yang bersangkutan. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud
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pada ayat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan
memperhatikan masa pakai, Pengaturan tentang masa paka sebagaimana

dimaksud pada ayat, ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Sarana Prasarana Pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasiona Pendidikan, Bab VII Standar Sarana dan

Prasarana, pasal 42 menegaskan bahwa:

1) Setigp satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belgjar lainnya,
bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembel g aran yang teratur dan berkelanjutan.

2) Setigp satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,
ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata
usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang
unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga,
tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/ tempat
lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelgaran yang teratur

dan berkelanjutan.
Konseps Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan
Pembahasan mengenai pelayanan berarti tentang bagaimana
membantuk masyarakat mengatasi masalahnya dalam rangka memenuhi

kebutuhan hidupnya baik melalui aktifitas sendiri, maupun secara tidak
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langsung melalui aktifitas orang lain untuk mendapatkan suatu yang

diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Moenir ( 1992:16 ) menyatakan bahwa manusia adalah mahkluk sosial
yang selalu menginginkan kebersamaan untuk mencapai cita-cita dan
harapan yang diinginkan. Dan untuk mendapatkan / memenuhi
kepentingannya tersebut maka harus memarlukan bantuan orang lain “untuk
memenuhi segala kebetuhan hidupnya manusia harus berusaha’, baik
melalui aktifitas orang lain itulah yang disebut pelayanan.

Sejalan dengan defenisi di atas, pelayanan yang dimaksud ialah
pelayanan yang diberikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya
itu harus bersifat langsung dengan kata lain, pelayanan itu langsung dapat
dinikmati atau digunakan oleh pemakai atau penerimannya dalam rangka
tercagpainya tujuan organisasi. Pada konteks ini pelayanan masyarakat
ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan ditujukan
untuk kepentingan masyarakat atau publik.

Dengan demikian kegiatan tersebut adanya unsur-unsur perhatian dan
kesedian serta kesigpan dari aparat pelaksananya. Untuk itu, tentunya
memerlukan keterampilan atau keahlian dan semangat kerja yang tinggi
sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan para
pelangggan.

Badudu (1994 : 51 ) merumuskan bahwa pelayanan adalah jenis bidang

usaha yang dikelola pemerintah dan ditujukan untuk melayani kepentingan
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masyarakat dan mempunyai fungsi sosial, tanpa berorientasi kepada aspek
keuntungan.

Suparlan (1983 : 91) mendefenisikan bahwa pelayan adalah usaha
untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain bak
material maupun non material agar orang lain itu dapat mengatasi masalah
sendiri.

Sedangkan definisi pelayanan menurut The Liang Gie (1998:105)
adalah suatu kegiatan dari suatu organisasi yang dilakukan untuk
mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat pelanggan.

Menurut Kotler dalam Lukman (2000:8) pelayanan adalah setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnyatidak terikat pada suatu produk
secarafisik.

Selanjutnya Lukman (2000:8) berpendapat, pelayanan adalah suatu
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar
seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan
kepuasan pelanggan.

Kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan dengan bagaimana kita
mendapatkan kebutuhan hidup dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Untuk
mendapat kepuasan tersebut, salah satunya adalah bagaimana seseorang
dapat memberikan pelayanan yang diharapkan semua orang, baik itu secara
langsung maupun tidak langsung. Pelayanan yang diberikan terkadang bisa

berbentuk jasa maupun non jasa.
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Pelayanan merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan orang lain. Pelayanan kepada masyarakat ditafsirkan
sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk
kepentingan publik atau masyarakat. Kegiatan pelayanan memuat adanya
unsur perhatian dan kesigpan dari aparatur pelaksana yang mau tak mau
bukan saja memerlukan keterampilan dan kecakapan dalam bekerja, tetapi
juga kualitas dari semangat kerja yang tinggi, sehingga pelayanan dapat

memberikan kepuasan kepada masyarakat umum.

Selain itu, Lukman (2000:8), memberikan pengertian pelayanan
masyarakat sebagai pengabdian serta pelayanan diberikan dengan teguh
syarat-syarat efisiensi, efektifitas, ekonomis, serta mangemen yang baik
dalam pelayanan masyarakat dengan baik dan memuaskan.

Definisi pelayanan menurut Soemartono (2007 : 91), adalah suatu
kegiatan dari suatu organisas yang dilakukan untuk mengamalkan dan
mengabdikan diri kepada masyarakat/ pelanggan. Dalam konteks ini
pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat (public service)
merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada masyarakat

baik secara material maupun non material.

2. Pengertian pelayanan publik
Pelayanan publik (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian
terhadap masyarakat yang berupa pengguna fasilitas-fasilitas umum, baik jasa

maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah
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suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan

adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya.

Pemerintah sebagal abdi masyarakat atau negara memiliki fungsi utama
untuk mengadakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
baik dan memuaskan. Sifat yang menonjol dari administrasi adalah bersifat

pelayanan yang bertujuan membantu pekerjaan organisasi secara keseluruhan.

Sedangkan pelayanan publik menurut Moenir (2001:12), “ Setiap kegiatan
yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan
orang banyak disebut pelayanan publik.

Menurut Siagian dalam Moenir (2001:34), Pelayanan publik
merupakan usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi
untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka
mencapal suatu tujuan tertentu. Y ang menyatakan bahwa untuk para pegawai
dalam bersikap serta perilaku hendaknya berpedoman pada:

1) Dasar hukum yang jelas
2) Hak dan kewajiban warga negara yang dilayani dinyatakan secaraterbuka
3) Interaksi berlangsung secararasiona dan objektif.

Menurut Moenir (2001:27) bahwa yang dimaksud pelayanan adalah
proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung
yang pada hakekatnya merupakan serangkaian Kkegiatan. Karena itu,
pelayanan merupakan proses dan sebagai proses pelayanan berlangsung

secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat.
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Selanjutnya Moenir (1999 : 26) mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan landasan faktor materiil unit sistem, prosedur dan
metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai

dengan haknya.

Menurut Fitzssmmons dalam Sinambela (2006:7) berpendapat lima
indikator pelayanan publik, yaitu reliability yang di tandai pemberian
pelayanan yang tepat dan benar; tangibles yang di tandai dengan penyediaan
yang memadal sumber daya lainnya; responsiveness yang di tandai dengan
keingginan melayani konsumen dengan cepat; assurance, yang di tandai
tingkat perhatiaan terhadap etika dan mora dalam memberikan pelayanan,
dan empati, yang di tandai tingkat kemauan untuk mengetahui keingginan dan

kebutuhan konsumen.

Menurut Sinambela (2006:5) Pelayanan publik diartikan, pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyal
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara
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didirikan oleh publik (masyarakat) tentu sgja dengan tujuan agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini
pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individua akan tetapi

berbaga kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Dalam kontek ini pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat
(public service) merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan
pemerintah kepada masyarakat baik secaramateril maupun non materil

Menurut Syahrir (1992 :156) pelayanan yang dapat memberikan kepuasan
kepada Publik/pelanggan sekurang-kurangnya mengandung 5 unsur pokok
yaitu :

1) Terdapat pelayanan yang merata dan sama. Tidak ada deskriminasi dalam
pelayanan yang diberikan oleh aparat terhadap semua masyarakat.
Pelayannan tidak menganak tirikan dan menganak emaskan keluarga,
pangkat, suku bangsa, sesame agama diperlakukan sama tanpa
memandang status ekonomi hal ini membutuhkan kejujuran dan tepo
seliro.

2) Pelayanan yang diberikan harus tepat waktunya, pelayanan oleh aparat
dengan mengulur waktu dengan berbagai alas an merupakan tindakan yang
dapat mengecewakan dan menjengkelkan penumpang sehingga pelayanan
yang diberikan dapat memberikan kepuasaan para pelanggan.

3) Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan. Dalam

hal ini berarti kereta api harus selalu sigp untuk memberikan pelayanan
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kepada yang membutuhkan pelayanan.
4) Pelayanan yang diberikan memenui jumlah barang dan jasa.
5) Pelayanan merupakan pelayanan yang selalu meningkatkan kualitas dan
penampilannya.

Menurut Moenir (1992 : 196 ) agar pelayanan dapat memuaskan kepada
orang lain atau sekelompok orang yang dilayani, maka dalam hal ini pegawai
harus dapat memenuhi persyaratan pokok yaitu, tingkah laku yang sopan, cara
pencapaian sesuatu yang berkaitan dengan agpa yang seharusnya diterima oleh
orang yang bersangkutan, waktu penyampaian yang tepat dan keramah
tamahan.

Pelayanan yang diberikan oleh satu organisasi yang bergerak dibidang
pelayanan terhadap masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor sumber daya
yang tersedia. Pelayanan yang diharapkan tentunya pelayanan yang dapat
memberikan rasa puas bagi si penerimatersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa kantor yang bagaimana pun kecilnya
terdapat dua macam pelayanan. Pertama, internal service (pelayanan ke dalam)
dan kedua, eksternal sevice (pelayanan ke luar). Pelayanan kedalam sifatnya
menunjang pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuahan organisasi dibidang
produksi, pengadaan, penympanan, pemeliharaan, pembinaan tenaga kerja
melalui pendidikan dan pelatihan. Peningkatan pelayanan ke dalam, yang salah
satunya mengenai pembinaan pegawai dan pemberiaan kontrak prestasi yang
layak. Melalui program pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ataupun keahlian dari pegawai
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dan dapat meningkatkan semangat dan motivasi agar mereka dapat
melaksanakan tugasnya, pekerjaan dengan produktivitas yang tinggi, efektif
dan efesien. Pelayana keluar adalah segala proses aktivitas atau usaha yang
outputnya ditujukan kepada orang lain, kelompok orang atau instansi yang
berkepentingan (pelanggan atau masyarakat umum). Sehubung dengan
pelayanan ke luar, setigp organisasi atau perusahaan memerlukan service
excellence, maksudnya pelayanan yang unggul, yakni sikap atau cara karyawan
dalam melayani pelanggan pemakal jasa secara memuaskan.

Tjiptono (2002: 58) bahwa secara garis besar ada empat unsur pokok
dalam konsep service excellence vyaitu unsure kecepatan, ketepatan,
keramahan, dan kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu
kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi
tidak excellence bila ada yang kurang. Setigp karyawan harus memiliki
keterampilan tertentu, diantaranya berpenampilan baik, bersikgp ramah,
memeperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, tenang
dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai
tugas/pekerjaan yang berkaitan dengan bagian atau departemennya maupun
bagian lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa
isyarat pelanggan, dan memiliki kemampuan menangani keluhan-keluhan
pelanggan secara profesiona. Bila ha tersebut dilakukan, maka
organisasi/perusshaan yang bersangkutan akan dapat meraih manfaat besar,
terutama kepuasan loyalitas pelanggan semakin besar.

Namun dari berbagai kegiatan pelayanan kedalam tersebut, banyak yang
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berdampak pada pelayan keluar baik langsung maupun tidak langsung. Artinya
jika pelayan kedalam cukup baik, lancer dan tertib, maka dapat diharapkan
bahwa pelayanan keluar akan tertib, lancer dan baik.

Menurut Moenir (1992 : 41) bahwa masyarakat sebagai pihak yang ingin
memperoleh pelayanan yang baik, maka perlu perwujudan pelayanan yang
didambakan ialah :

1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan
yang cepat tanp adanya hambatan-hambatan yang dibuat.

2) Memeperoleh pelayanan secara waar yang merupakan hak yang
berkepentingan.

3) Mendapatkan perlakuan yang sama pelayanan terhadap kepentingan yang
samatertib,d an tidak pandang bulu.

4) Pelayanan yang jujur dan terus terang.

5) Pelayanan yang jujur dan terus terang terutama dalam menghadapi
masal ah-masalah yang telah atau akan dihadapi.

Dalam melaksanakan pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan
yang terbaik dan memuaskan masyarakat. Sebagaimana yang digariskan pada
keputusasn MENPAN No 81 tahun 1993 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Umum yang mengandung sendi-sendi :

1) Kesederhanaan

Yaitu prosedur atau tatacara pelayanan pada masyarakat yang

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah

dipahami dan mudah dilaksanakan.
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3)

4)

5)

6)

7)
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Kejelasan dan kepastian
Yaitu adanya kejelasan dan kepastian mengena prosedur atau tata cara
kerja pelayanan masyarakat, persyaratan masyarakat, unit kerja atau
pejabat yang bertanggung jawab, perincian biaya pelayanan masyarakat,
dan penerima pelayanan dan pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
Kesamaan
Y aitu proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan
kenyamanan serta dapat memberikan kepuasan hokum.
K eterbukaan.
Y aitu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan masyarakat
wajib di informasikan secara terbuk agar mudah diketahui dan dipahami
oleh masyarakat baik diminta maupun tidak.
Efesiensi
Yaitu adanya keterpaduan antra persyaratan dengan produk pelayanan
tanpa adanya pengulangan peemenuhan dalam proses pelayanan umum.
Ekonomis
Y aitu pengenaan biaya pelayanan masyarakat yang harus ditetgpkan secara
wajar sesual dengan nilal jasa/lbarang yang diberikan, sesuai dengan
kemampuan masyarakat dan berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku.
Keadilan yang merata
Yaitu distribusi pelayanan yang diberikan secara adil kepada setigp

golongan masyarakat.
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8) Ketepatan Waktu
Yaitu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dlam kurun waktu yang
telah ditentukan.
Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan sebagai
mana dikemukakan Moenir (1992 : 123-127) adalah sebagai berikut:
a  Faktor kesadaran
Yaitu kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpungan dalam
kegiatan pelayanan. Kesadaran pegawai pada segala tingkatan terhadap
tugas yangm enjadi tanggung jawabnya, membawa dampak sangat positif
terhadap organisasi. ini akan menjadi sumber kesungguhan dan disiplin
dalam melaksanakan tugas, sehingga hasilnya dapat diharapkan memenuhi
standar yang telah ditetapkan.
b. Faktor aturan
Yaitu aturan dalam organisa yang menjadi landasan kerja pelayanan.
Aturan mutlak kebenarannya agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan
teratur dan terarah. Oleh karena itu aturan ini harus dipahami oleh
organisai yang berkepentingan.
c. Faktor Organisasi
Yaitu merupakan aat serta yang memungkinkan berjalannya mekanisme
kegiatan pelayanan dalam usaha pencapaian tujuan.
Faktor organisasi yaitu pendapatan pegawa yang berfungsi sebagai
pendukung pelaksanaan pelayanan. Pendapatan yang cukup akan

memotivasi pegawai dalam melaksanaan pekerjaan yang baik.
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d. Faktor keterampilan petugas
Yaitu kemampua dan keterampilan petugas dalam melaksanakan
pekerjaan. Dalam mangjerial, ada tiga keterampilan yang harus dimiliki
yaitu kemampuan mangjeria, kemampuan teknis, dan kemampuan
membuat konsep.
e. Faktor sarana
Yaitu sasaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan
pelayanan. Sarana ini meliputi peralatan, perlengkapan, aat bantu dan
fasilitas lain yang melengkapi fasilitas komunikasi dan segala kemudahan
lainnya.
Selanjutnya Ratminto dan Atik (2005 : 24), mengatakan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi pelayanan, adalah :
a. Faktor prosedur pelayanan
Faktor pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerimaan pelayanan
termasuk pengaduan.
b. Faktor waktu penyelesaian
Faktor waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan pelayanan termasuk pengaduan yang teratur
dan terarah.
c. Faktor biaya pelayanan.
Biayaltarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapakn dalam proses
pemberian pelayanan.

d. Faktor produk pelayanan
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Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
Faktor sarana dan prasarana
Faktor sarana dan prasarana pelayanan
Faktor sarana dan prasarana pelayanan yang memadai ketemuan yang telah
ditetapkan
Faktor kompetensi petugas pemberi pelayanan
Faktor kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan sikap dan perilaku
yang dibutuhkan.

Menurut Hessel (2005 : 223) dalam pelayanan terdapat faktor pendukung

yang mempengaruhi pelayanan adalah :

a Yang bersifat internal organisasi

1) Kewenangan direksi

2)  Sikap yang bertoleransi terhadap perubahan
3) Etikaorganisasi

4)  Sisteminsentif

5)  Semangat kerjasama

b. Yang bersifat eksternal organisasi

1) Budayapolitik
2)  Dinamikadan perkembangan politik
3)  Pengelolaan konflik lokal

4)  Kondisi social ekonomi
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5)  Control yang dilakukan masyarakat dan organisasi

Dari pengertian pelayanan sebagaimana menurut pertimbangan
pendapat-pendapat para ahli yang telah teruraikan tadi diatas, penulis juga
menuangkan pemikiran sendiri terhadap pengertian pelayanan yaitu suatu
bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat/instansi dalam
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik yang berupa barang maupun
jasa sesual dengan prinsip-prinsip yang ada dalam memberikan pelayanan
kepada publik.
3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Daam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai
berikut :

a  Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan.

Kejelasan ini menyangkut kejelasan dalam hd :

1) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.

2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam
pelaksanaan pelayanan.

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian Hukum
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Pelaksanaan pelayanan dapat disel esaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan
d. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
e. Keamanan.
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.
f. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan atau persoalan dalam mel aksanakan
pelayanan publik.
g. Kelengkapan saran dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasaranakerja, peralatan kerja dan
pendukung lainnyayang memadai termasuk penyediaan sarana dan
prasaranateknologi komunikasi dan  informatika (telematika)
h. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib dan tersedianya sarana dan
prasaranayang memadai.
Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip pelayanan di atas dapat
disimpulkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan sesuai
dengan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya dengan

mengerti bagaimana memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-



36
prinsip pelayanan yang ada. Dengan kata lain, prinsip-prinsip pelayanan
digunakan sebagal acuan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada
publik. Selain itu prinsip-prinsip pelayanan dapat memudahkan masyarakat
dalam menilai kinerja para aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan

kepada mereka.
4. Pengertian Pelayanan Prima

Pada konteks lain, pelayanan umum diberikan kepada masyarakat
ditafsirkan sebagal tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan
atas kepentingan publik dan masyarakat. Dengan demikian kegiatan tersebut
mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan dari aparat

pemerintah.

Menurut Boediono (2003:62) pelayanan prima adalah pelayanan yang

bermutu yang dapat meningkatkan kepuasan yaitu dengan cara :

1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungs
instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan,
sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya
guna dan berhasil guna mendorong tumbuhnya kreativitas prakarsa dan
peran serta masyarakat dalam membangun meningkatkan kesejahteraan
masyarakat luas.

Sedangkan menurut Sugiarto (1991:156), pelayanan prima adalah

“upaya yang mampu diberikan oleh setigp petugas pelayanan untuk
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memenuhi  harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga tercapai suatu

kepuasan”.

Syahril  (1991:256) berpendapat bahwa pelayanan yang dapat

memberikan kepuasan pada masyarakat mengandung tiga unsur :

1) Terdapat pelayanan yang sama dan merata, tidak adanya diskriminasi yang
diberikan aparat kepada semua masyarakat. Pelayanan tidak menganak
tirikan dan menganak emaskan keluarga, pangkat, suku bangsa, agama,
dan tanpa memandang status ekonomi. Hal yang membutuhkan kejujuran
dan tenggang rasa dari pihak pegawal suatu instans.

2) Pelayanan yang diberikan harus tepat waktu, pelayanan yang diberikan
aparat yang mengulur waktu dengan berbagai alasan merupakan tindakan
yang dapat mengecewakan masyarakat. Mereka yang membutuhkan
secepat mungkin diselesaikan akan mengeluh kalau tidak segera dilayani.
Lagi pula jika mereka mengulur waktu tentunya merupakan beban untuk
tahap selanjutnya karena seiring dengan makin banyaknya tugas yang
harus diselesaikan.

3) Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan. Hal ini
berarti pegawa harus selalu sigp untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pegawai tidak harus terikat
peraturan yang berlaku bila masyarakat membutuhkan bantuan di luar jam
dinas, dengan demikian gparat dituntut untuk mampu dan wajib

memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat.
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Dari penjelasan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan apabila
semua teori-teori para ahli tersebut telah terlaksana di instansi pemerintah
maka masyarakat berpersepsi positif terhadap citra pemerintah selaku pihak

yang melayani masyarakat.

Menurut Abdullah (2001:9), pelayanan prima merupakan totalitas
pelayanan yang diberikan suatu perusahaan, dilakukan secara sadar, terpadu
(harus dilakukan oleh seluruh pegawai) dan konsisten (mutu pelayanan setiap
unit harus samal standar) dengan mengacu pada standar kualitas pelayanan
yang setinggi-tingginya dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan

pelanggan.

Menurut Barata (2004:27), Pelayanan prima adaah kepedulian kepada
pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi
kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar
mereka selalu royal kepada perusahaan. Barata (2004:31) Dalam memberikan
pelayanan yang prima sebagai usaha untuk mencapa kepuasan pelanggan,
pihak perbankan dapat berpedoman pada variabel pelayanan prima. Variabel
Pelayanan Prima tersebut ialah kemampuan (Ability), sikap (Attitude),
penampilan (Appearance), perhatian (Attention), tindakan (Action), dan

tanggung jawab (Accounttability).

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “ Excellent Service’
yang secara harafiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang

terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar
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pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan
pelayanan. Apabila instansi pelayanan belum memiliki standar pelayanan,
maka pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau menjadi prima
manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan).

Jadi pelayanan primadalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan.

5. Hakikat dan Tujuan Pelayanan Prima

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi
atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak
berwujud dan tidak dapat dimiliki, sedangkan pelayanan prima merupakan
terjemahan dari istilah service excellent yang secara harfiah berarti pelayanan
yang sangat terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan.

Swastika (2005:3) Definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok,
yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada
pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan
untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan
tertentu.

Dalam memberikan yang prima sebagai usaha untuk mencapai kepuasaan dan
loyalitas pelanggan, pihak produsen jasa dapat berpedoman pada pelayanan
prima (service excellent) yang dijelaskan oleh beberapa penulis.

Menurut Barata (2004: 31 ) pelayanan prima ( service excellent ) terdiri

dari enam unsur pokok, antara lain sebagai berikut:

1) Kemampuan ( ability)
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2) Sikap (attitude)
3) Penampilan (‘appearance)
4) Perhatian ( attention)
5) Tindakan ( action )
6) Tanggung jawab ( accounttability )
Sedangan menurut Tjiptono ( 2002:58) pelayanan prima ( service

excellent ) terdiri dari empat unsur pokok antaralain sebagai berikut.

1) Kecepatan
2) Ketepatan
3) Keramahan
4) Kenyamanan

Penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan pada pelanggan atau konsumen agar lebih maksimal dan berhasil.
Prinsip pelayanan prima dalam kegiatan pemasaran dapat dipahami sebagai
suatu pedoman bagi perusshaan atau organisasi, untuk melaksanakan suatu
kegiatan pelayanan prima, yang ingin diterapkan pada para pelanggan atau
konsumen yang ingin dicapainya.

Hubungan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan dengan
Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan terhadap pelayan
publik dapat dilihat dari tanggung jawab aparat penyelenggara pendidikan

terhadap memberikan pelayanan bagi yang membutuhkan jasa pelayanan
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publik. Terlihat bahwa akuntabilitas mencakup berbagali aspek atau segi
dalam suatu instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas dapat dicapal
dengan syarat kinerja para aparat penyelenggara tugas dapat berjalan sesuai
dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya.
Hal tersebut menggambarkan bahwa sangat erat kaitannya antara
akuntabilitas dengan kinerja aparat penyelenggara pendidikan dalam
memberikan pelayanan yang bprima dapat dijelaskan kaitannya antara
akuntabilitas dengan kinerja aparat penyelenggara tugas. Bahwa akuntabilitas
dibuat guna mengatur dan membatas kewenangan yang diemban oleh
seorang pegawai dalam bekerja sehingga kinerja pegawai dapat
dipertanggung jawabkan secara benar.

Kinerja aparat penyelenggara pendidikan dapat terwujud dengan baik
apabila bisa memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya Disamping itu,
untuk mewujudkan kerja sama dengan lingkungan kerja, maka melakukan
pendekatan. Hal ini akan akan terlihat pada tanggung jawab kinerja aparat
penyelenggara tugas yang berfungsi untuk menumbuhkan pelayanan yang
baik dan mempertahankan kerja sama bedasarkan pengaruh akuntabilitas
kinerja aparat penyelenggara pendidikan. Akuntabilitas yang menunjukkan
tanggung jawab hasi kerja penyelenggaraan pendidikan terhadap peningkatan
pelayanan publik.

D. Anggapan Dasar dan Hipotesis

1. Anggapan Dasar

Arikunto (2010:104), memberikan pengertian bahwa setel ah penelitian
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menjelaskan permasalahan secara jelas, yang dipikirkan selanjutnya adalah
suatu gagasan tentang letak persoalan atau masalahnya dalam hubungan yang
lebih luas. Dalam hal ini peneliti harus dapat memberikan sederetan asumsi
yang kuat tentang kedudukan permasalahannya. Asumsi yang diberikan
tersebut ialah yang dinamakan asumsi dasar atau anggapan dasar.

Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :
Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pendidikan dapat mempengaruhi proses pelaksanan pemberian pelayanan
publik pada suatu instans pemerintah.

2. Hipotesis
Hipotesis merupakan suatu bagian penting dari penelitian.

Rumusan hipotesis mengarahkan peneliti untuk memperkecil jangkauan
penelitian, panduan untuk menguji dua atau lebih variabel, mencerminkan
imgjinasi dan ketgjaman pengamatan peneliti dalam menganalisa masalah
penelitian.

Sugiyono (2012:70), menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Sumartono (2002:27), mengatakan bahwa Hipotesis adalah suatu
pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Hipotesis
merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, yang kebenarannya

akan diuji berdasarkan data akan yang dikumpulkan.
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Berdasarkan pendapat di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut : Ada pengarunh Akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pendidikan terhadap peningkatan pelayanan publik pada

Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian
Arikunto (2010:27), mengemukakan penelitian kuantitatif, sesuai dengan
namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data,
penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian
juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila juga

disertai tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dengan analisis kuantitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan
menggambarkan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-
upaya mendeskriptifkan, mencatat, menganalisis, dan menginterprestasikan

data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan tentang tinjauan konsep yang telah
diklasifikasikan ke dalam bentuk variabel yang akan diteliti. Selain itu
definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan batasan

pengukuran suatu variabel.

Y ang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Variabel X (variabel bebas) adalah Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara-

an Pendidikan.

44
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Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya vyaitu
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan. Akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pendidikan yaitu tanggung jawab aparat penyelenggara
pendidikan dalam menjalankan tugas kepada yang menerima pelayanan
atau jasa sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menentukan bagaimana
metode cara bekerja sehingga yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan
baik sesuai yang telah ditetapkan.
Y ang menjadi indikator-indikatornya sebagai berikut :
1) Adanyatanggung jawab;
yaitu tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara
tepat dan tepat sesual dengan peraturan yang berlaku.
2) Adanyahasil kerjayang dicapai dengan baik;
yaitu sesuatu hasil kerjayang dicapai oleh pegawai.
3) Adanya Acuan dan Pedoman dalam penyelenggaraan tugas;
Yaitu suatu acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan tugas sesuai
dengan mekanisme kerja dalam memberikan pelayanan publik.

b. Variabel Y (variabel terikat) adalah Pelayanan Publik;
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya yaitu Pelayanan
Publik.
Adapun yang menjadi indikator-indikatornya yaitu:
1) AdanyaKesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
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2) Adanya Tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik atau

aparat yang bertanggung jawab atas pemberian pelayanan dan
penyelesaian keluhan atau persoalan dalam melaksanakan pelayanan
publik.

3) Adanya disiplin kerja; yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap
peraturan dan ketentuan kerja yang berlaku dalam pemberian
pelayanan publik.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah subjek yang akan diteliti. Populasi
dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah pegawai yang ada pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 40 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:80), sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan sampel
menetukan sampel secara keseluruhan (Sugiono, 2008:81), memberikan
peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang.
D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini teknik pengumpulan data

yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :
1. DataPrimer

Y aitu pengumpulan data dimana peneliti turun langsung ke lokasi
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penelitian untuk memperoleh data dan fakta yang berkenaan dengan masalah
yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner.
Quesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket
daftar pertanyaan dimana responden memilih salah satu jawaban yang telah
disediakan dalam daftar pertanyaan. Bobot nilai angket yang ditentukan
dalam penelitian ini adalah:

a.  Untuk jawaban “a’ diberi nilai 3.
b. Untuk jawaban “b” diberi nilai 2.
c. Untuk jawaban “c”diberi nilai 1.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2010;284) bahwa dalam
menganalisis data yang berasal dari angket bergradasi atau berpringkat 1
sampai dengan 4, penelti menyimpulkan makna setiap

alternatif sebagai berikut:

1) “Sangat banyak”, “Sangat sering’, “Sangat setuju”’, dan lain-lain
menunjukkan gradasi paling tinggi. Untuk kondisi tersebut diberi nilai 4;

2) “Banyak”, “Sering’, “Kurang Setuju” dan lain-lain, menunjukkan
peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ditambah kata
“Sangat” .Oleh karenaitu kondisi tersebut diberi nilai 3;

3) “Sedikit”, “Jarang”, “Kurang setuju”, dan lain-lain, karenaberada
dibawah “Setuju” dan sebagainya, diberi nilai 2;

4) "Sangat sedikit”, dan “sedikit sekali”, “Sangat jarang”, “ Sangat kurang
setuju”, yangberrada di gradasi paling bawah diberi nilai 1.

2. Data Sekunder
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Yaitu pengumpulan data dimana peneliti mempelgari buku-buku,

dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis yang berkenaaan dengan
masal ah yang diteliti.
Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh peneliti dalam penelitian selanjutnya akan

diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, ditabulaskan sehingga dapat

memudahkan peneliti  untuk menganalisisnya, kemudian dengan

menggunakan metode korelasi.

1. Koefisien Korelasi Product Moment
Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas ( X ) dan variabel
terikat ('Y ), maka penulis menggunakan rumus korelasi product moment

dari Karl Pearson yang dikutip oleh Arikunto (2010:317), sebagai berikut :

N& XY - (& X)@Y)

r
JIN& X2 - (& X)2{N&Y2-(&aY)?]

Xy=

Dengan keterangan rumus sebagal berikut :

My = nilai koefisien korelasi variabel X dan'Y

N = jumlah sampel
XY = Perkalian antaravariabel X dan'Y
X ? = Variabel bebas yang telah dikuadratkan
Y ? =Variabel terikat yang telah dikuadratkan
Untuk mengetahui adanya hubungan atau tinggi rendahnya hubungan

atau tinggi rendahnya tingkat hubungan kedua variabel berdasarkan nilai r
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(koefesien korelasi) digunakan penafsiran atau interprestas dapat dilihat
dari interval angkaangka pada tabel tersebut. Dalam ha ini peneliti
menggunakan skala angka menurut Guilford seperti padatabel berikut ini:

Tabel 3.1

INTERPRESTASI KOEFISIEN PRODUCT MOMENT

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00-0,199 Sangat Rendah
0,20-0,399 Rendah
0,40-0,599 Sedang
0,60-0,799 Kuat
0,80-1,000 Sangat Kuat

Sumber : Sugiono (2008;184)

2. Determinasi
Untuk mengetahui berapa persen besar pengaruh variabel bebas (X)
terhadap variabel terikat (Y)yang dilakukan dengan mengkuadratkan nilai

koefesien korelasi yang dikalikan 100% dengan menggunakan rumus :

D= (rxy)2 x 100%
Keterangan :
D : Determinasi

I xy : koefisien korelasi (Sugiyono, 2008:185)
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3. Uji Regresi Linier

Untuk memprediksikan seberapa jauh koefisien variabel bebas (X)
dengan variabel terikat (Y) maka digunakan uji regres linier dengan

rumus yang dikemukakan oleh Sugiono (2008:188) yaitu sebagai berikut:

Y=at+bx, dimana

_ CnCEx*)-Cx)(xy)
Ry P § L

b= nyxy(Xx)(Xy)
nyx? — (Xx)?

Keterangan :

Y = Nila yang diprediksi

a = Konstanta atau bilaharga X=0
b = Koefisien regresi

x = Nilal variabel bebas
F. Lokas dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
Jalan Negara No. 200 Sei Rampah, dan waktu penelitian bulan Desember

2016 sampal dengan bulan Februari 2017.
G. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

Dinas Pendidikan kaupaten Serdang Bedaga adalah salah satu perangkat

daerah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai.
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Kabupaten Serdang Bedagai adalah pemerintah daerah yang memiliki hak
otonomi daerah sebagai hasil pemekaran daerah otonom dari pemerintah
daerah kabupaten Deli Serdang pada tahun tahun 2003. Dengan demikian
lahirnya Dinas Pendidikan kabupaten Serdang Bedagai adalah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2003 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dilingkungan Kabupaten

Serdang Bedagai.

Pada awal pertamanya, Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas bernama Drs. H. Rifai Tanjung, M.AP
sampal dengan tahun 2012, dan pada tahun berikutnya Dinas Pendidikan
kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas bernama
Drs. Joni Walker Manik, MM yang sampai sekarang menjabat sebagai Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Serdang Bedagai
Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang

Bedagal secara hirarkhisterdiri atas :

a. KepaaDinas

b. Sekretariat Dinas

c. Bidang Pendidikan Dasar

d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan

e. Bidang Pendidikan Luar sekolah
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f. Bidang Saranadan Prasarana

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati
Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan. Sehingga
untuk menyelenggarakan/melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas
Pendidikan mempunyai fungsi:

a Menyiapkan konsep kebijakan daerah dan pelaksanaan kewenangan
daerah serta pelaksanaan tugas tugas dinas di bidang pendidikan;

b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan jangka
menengah dan tahunan di bidang pendidikan nasional, sesuai ketentuan
yang ditetapkan;

c. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait,
untuk mengembangkan kapasitas pendidikan nasional, sesuai ketentuan
yang ditetapkan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris daerah
sesuai bidang tugas dan fungsinya;

e. Pelgporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kepala

Dinas dibantu oleh:

a. Sekretaris Dinas;
b. KepalaBidang Pendidikan Dasar;

c. KepalaBidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
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d. KepalaBidang Pendidikan Luar Sekolah;

e. KepaaBidang Sarana dan Prasarana,

f. ParaKepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Seketaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan

dibidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, perencanaan

program dan akuntabilitas;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris mempunyai

fungsi:

a.  Menyusun dan menyempurnakan standarpenyelenggaraan urusan umum,
pengelolaan keuangan, pemberdayaan pegawai;

b. Merencanakan pengadaan kebutuhan internal maupun administrasi dinas,
serta penyempurnaan peningkatan pengelolaan dan pengendalian atas
pelaksanaan, sesual ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. Merencanakan, mengelola dan mengurus pertanggungjawaban keuangan;

d. Merencanakan, mengelola dan meningkatkan pemberdayaan personil,
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya;

f. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendidikan
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

g. Pelgporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk mel aksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris Dinas dibantu oleh:
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a.  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaan;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Kepaa Sub Bagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Dinas Pendidikan dibidang penerimaan siswa pendidikan dasar dan

kurikulum dan inovasi pendidikan dasar;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Bidang Pendidikan

dasar mempunyai fungsi:

a.  Menyusun dan menyempurnakan pelaksanaan kewenangan daerah dan
pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka menengah dan
tahunan dalam pembinaan siswa, kurukulum, an pendidikan dasar;

b. Melaksanakan sosidlisasi, pembinaan, dan pengendaian dalam
penyelenggaraan pendidikan dasar, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan;,

c. Melaksanakan pembinaan siswa, kurikulum, dan pendidikan dasar, sesuai
ketentuan yang ditetapkan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan, sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya;

e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendidikan
sesuai bidang tugas dan fungsinya;

f. Pelagporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.
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Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyal tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dibidang penerimaan siswa
pendidikan menengah dan kejuruan  dan kurikulum dan inovasi
pendidikan menengah dan kejuruan;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Bidang Pendidikan

M enengah dan Kejuruan mempunyai fungsi:

a.  Menyusun dan menyempurnakan pelaksanaan kewenangan daerah dan
pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka menengah dan
tahunan dalam pembinaan siswa, kurukulum, dan pendidikan Menengah
dan Kejuruan

b. Melaksanakan sodsialisasi, pembinaan, dan pengendaian dalam
penyelenggaraan pendidikan Menengah dan Kejuruan, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan;,

c. Melaksanakan pembinaan siswa, kurikulum, dan pendidikan Menengah
dan Kejuruan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan, sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya;

e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendidikan
sesuai bidang tugas dan fungsinya;

f. Pelgporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Pendidikan dibidang penerimaan siswa pendidikan luar sekolah



56

dan kurikulum dan inovasi pendidikan luar sekolah;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Bidang Pendidikan

Luar Sekolah mempunyai fungsi:

a. Menyusun dan menyempurnakan pel aksanaan kewenangan daerah dan
pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka menengah dan
tahunan dalam pembinaan siswa, kurukulum, dan pendidikan Luar
Sekolah;

b. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pengendalian dalam

penyelenggaraan pendidikan Luar Sekolah, sesuali dengan ketentuan yang
ditetapkan;

c. Melaksanakan pembinaan siswa, kurikulum, dan pendidikan Luar Sekolah,
sesuai ketentuan yang ditetapkan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan, sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya;

e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai
bidang tugas dan fungsinya;

f. Pelgporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dibidang pengadaan

Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Latihan serta Modul, Inventarisasi,

Pemeriharaan dan Rehabilitasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Bidang
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Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a.  Menyusun dan menyempurnakan pelaksanaan kewenangan daerah dan
pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka menengah dan
tahunan dalam bidang pengadaan sarana pendidikan dan latihan serta
modul, inventarisasi, pemeliharaan dan rehabilitas;

b. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pengendalian dalam
pengadaan sarana dan prasarana sesua dengan ketentuan yang
ditetapkan;

c. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana, peralatan, modul,
inventarisasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sesua ketentuan yang
ditetapkan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan, sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya;

e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendidikan
sesuai bidang tugas dan fungsinya;

f. Pelgporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.

Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas secara teknis

pelaksanaan pendidikan di kecamatan-kecamatan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang

Bedaga sebagaimanatergambar pada halaman berikut ini.



58



59

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasll Pendlitian

Hasil penelitian yang akan disgjikan pada bab ini adalah data yang diperoleh
dari lapangan maupun dari hasil penyebaran angket yang kemudian diolah dan
dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan. Dari hasil penyebaran angket
kepada responden tersebut, maka peneliti mengolah dan mentabulasi data dari tiap-

tiap pertanyaan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 4.1

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN BERDASARKAN

UMUR/USIA
No Umur Frekuensi Persentase (%)
1 20-30 tahun 5 12,5%
2 31-40 tahun 18 45 %
3 41-50 tahun 12 30 %
4 51 tahun keatas 5 12,5 %
Jumlah 40 100 %

Sumber : Angket hasil penelitian tahun 2016

59



60

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pegawai yang berusia dibawah
30 tahun cukup kecil, yakni 12,5%, sedangkan responden yang berusia antara 31-40
tahun relatif besar, yakni 45%, sementara ada 30% yang berusia 41 tahun ke atas dan
12,5% berusia diatas 51 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa, pegawa yang dijadikan
sebagai responden sudah lebih berpengalaman dan banyak mengetahui tentang
masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja. Angka yang relatif besar ada
pada responden yang berusia 31 tahun keatas, maksudnya mayoritas responden selain

berpengalaman juga sebagal pegawai yang terampil.

Tabel 4.2

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN
BERDASARKAN JENISKELAMIN

No JenisKelamin Frekuensi Persentase
1 L aki-laki 25 62,5%
2 Perempuan 15 37,5%
Jumlah 40 100 %

Sumber : Angket hasil penelitian tahun 2016

Pada tabel di atas, dgpat disimpulkan bahwa responden Iebih banyak laki-laki

daripada perempuan sebanyak 62,5% sementara perempuan hanya 37,5%. Dari

angka tersebut membuktikan bahwa tingkat kreatifitas pegawa bekerja yang



61

berhubungan dengan tugas instansi pemerintah di Dinas Pendidikan Kabupaten
Serdang Bedagai 1ebih banyak membutuhkan laki-laki daripada perempuan.
Kemudian dikemukakan pula tentang renponden menurut golongan/ruang

penggajian seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN BERDASARKAN
GOLONGAN RUANG PENGGAJIAN

No Golongan Frekuensi Persentase
1 Golongan IV 4 10%
2 Golongan 111 28 70%
3 Golongan I 8 20%
Golongan | - -
Jumlah 40 100 %

Sumber : Angket hasil penelitian tahun 2016

Dari tabel di atas, memperlihatkan bahwa responden yang paling banyak
adalah golongan 11 yakni sebanyak 28 orang atau 70 %, sedangkan diurutan kedua
adalah golongan Il sebanyak 8 orang atau 20%, dan selanjutnya adalah golongan IV

sebanyak 4 orang atau 10%, sedangkan pegawai golongan | tidak ada.
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Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa sebagian besar pegawal yang bekerja di

kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai rata-rata Golongan I11.

1. Tabulasi Data Variabel Bebas (X)
Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan

Tabel 4.4
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN MENGENAI

KEPEMILIKAN TANGGUNG JAWAB DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

No Alter natif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 28 70 %
2 Kadang-kadang 12 30 %
3 Tidak - 0%
Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang pegawai di kantor
Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedaga, para pegawa yang memiliki
tanggung jawab dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan
frekuensinya lebih besar, hal ini terlihat dari jawaban angket responden yang
menjawab Y a adalah 28 orang atau 70%, yang berarti cukup besar dan positif bagi
pimpinan. sedangkan responden yang menjawab Kadang-kadang adalah 12 orang

atau 30 %, sementara tidak ada responden yang memberikan penilai negatif terhadap



63
kepemilikan tanggung jawab daam memberikan pelayanan penyelenggaraan
pendidikan.

Tabel 4.5

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI PEMBERIAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN PADA
SETIAP HARINYA DAPAT DISEL ESAIKAN SESUAI JAM KERJA YANG

TERSEDIA (TEPAT WAKTU)

No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 23 58,33 %
2 Kadang-kadang 15 38,33 %
3 Tidak 2 3,34 %

Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.2

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwadari 40 orang responden
yang merasakan adanya pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan
pada setigp harinya dapat diselesaikan sesuai jam kerja yang tersedia (tepat waktu) di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai frekuensinya lebih besar, hal
ini terlihat dari jawaban responden yang menjawab Y a adalah 23 orang atau 58,33 %,
sedangkan yang menjawab Kadang-kadang 15 orang atau 38,33 %, sedangkan yang
menjawab Tidak hanya 2 orang atau 3,34%. Hal ini membuktikan bahwa pemberian

pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan pada setigp harinya dapat
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diselesaikan sesuai jam kerjayang tersedia (tepat waktu).
Tabel 4.6

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI PUJIAN ATAU
PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEGAWAI DARI PINPINAN KARENA
TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN DENGAN PENUH TANGGUNG
JAWAB DAN TEPAT WAKTU

No Alternatif Jawaban Frekwensi Persentase
1 Ya 17 43,33 %
2 Kadang-kadang 15 38,33 %
3 Tidak 8 18,34 %

Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.3

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, yang mendapatkan menerima pujian
atau penghargaan dari pinpinan karena telah menyelesaikan pekerjaan dengan penuh
tanggung jawab dan tepat waktu frekuensinya lebih besar, hal ini terlihat dari jawaban
angket responden yang menjawab Ya adalah 17 orang atau 43,33%, dan yang
menjawab Kadang-kadang 15 orang atau 38,33%, sedangkan yang menjawab Ya
hanyalah 8 orang atau 18,34%.. Hal ini membuktikan bahwa para pegawai senantiasa
mendapatkan menerima pujian atau penghargaan dari pinpinan karena telah

menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.
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Tabel 4.7

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI
HASIL KERJA YANG DIPEROLEH SUDAH SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG BAIK ATAU YANG DIHARAPK AN

No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 28 70 %
2 K adang-kadang 12 30 %
3 Tidak - -
Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.4

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa hasl kerja yang
diperoleh sudah sesuai dengan standar pelayanan yang baik atau yang diharapkan,
ha ini dapat terlihat dari jawaban angket responden yang menjawab Ya adaah 28
orang atau 70 %, dan yang menjawab Kurang hanya 12 orang atau 30 %, sedangkan
yang menjawab Tidak dapat dikatakan tidak ada. Hal ini membuktikan bahwa hasl|
kerja yang diperoleh sudah sesuai dengan standar pelayanan yang baik atau yang

diharapkan cukup baik.
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Tabel 4.8

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN MENGENAI KEPUASAN
PIMPINAN TERHADAP HASIL KERJA YANG TELAH LAKSANAKAN
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

No Alter natif Jawaban Frekuens Persentase (%)
1 Ya 31 76,67
2 Kadang-kadang 9 23,33
3 Tidak - -
Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket responden dari pertanyaan No.5

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedaga, bahwa pimpinan sudah
merasa puas terhadap hasil kerja yang telah laksanakan dalam memberikan pelayanan
frekuensinya cukup baik, ha ini terlihat dari jawaban angket responden yang
menjawab Ya adalah 31 orang atau 76,67 %, dan yang menjawab Kadang-kadang
adalah 9 orang atau 23,33 %, sedangkan yang menjawab Tidak, sama sekali tidak
ada. Ha ini membuktikan bahwa pimpinan sudah merasa puas terhadap hasil kerja

yang telah dilaksanakan dalam memberikan pelayanan cukup baik.
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Tabel 4.9
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN MENGENAI HASIL KERJA DALAM

MEMBERIKAN PELAYANAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR
DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN KEMAJUAN/PRESTASI KERJA

PEGAWAI
No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 35 88,57 %
2 Kadang-kadang 5 11,43 %
3 Tidak - -
Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.6

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, menyatakan bahwa hasil kerja
dalam memberikan pelayanan dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan
penilaian kemajuan/prestasi kerja pegawai, dimana pegawa sebaga responden
memberikan apresiasi yang baik terhadgp hasil kerja dalam memberikan pelayanan.
Setidaknya ada 88,57% responden menyatakan bahwa hasil kerja dalam memberikan
pelayanan depat digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian kemauan/
prestasi kerja pegawal. Sementara ada 11,43% responden yang menyatakan bahwa
hasil kerja dalam memberikan pelayanan dapat digunakan sebagai dasar dalam

memberikan penilaian prestasi kerja pegawal bersifat kadang-kadang 5 orang.
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Tabel 4.10

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI
PEMBERIAN PELAYANAN PENDIDIKAN SUDAH SESUAI DENGAN
ACUAN ATAU PEDOMAN YANG TELAH DITETAPKAN

No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 27 66,67 %
2 Kadang-kadang 13 33,33 %
3 Belum - -
Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.7

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa pemberian pelayanan
pendidikan sudah sesuai dengan acuan atau pedoman yang telah ditetapkan
frekuensinya cukup baik, ha ini terlihat dari jawaban angket responden yang
menjawab Ya adalah 27 orang atau 66,67%, dan yang menjawab Kadang-kadang
adalah 13 orang atau 33,33%, sedangkan yang menjawab Tidak, sama sekali tidak
ada. Dapat dismpulkan pegawai yang dijadikan sebagai responden memahami dan
mengerti tentang pemberian pelayanan pendidikan yang sesuai dengan acuan atau
pedoman yang telah ditetgpkan. Hal ini membuktikan bahwa jawaban tentang
pemberian pelayanan pendidikan yang sesual dengan acuan atau pedoman yang telah

ditetapkan frekuensinya cukup tinggi.
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TABEL 4.11

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI
ACUAN ATAU PEDOMAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
PENDIDIKAN TELAH DIATUR SESUAI DENGAN PROSEDUR DALAM
PENYELENGGARAAN TUGASPEMERINTAHAN

No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 17 43,33 %
2 Kadang-kadang 15 38,33 %
3 Belum 8 18,34 %

Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket responden dari pertanyaan No.8

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa pedoman dalam
memberikan pelayanan pendidikan telah diatur sesua dengan prosedur dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan cukup baik, hal ini terlihat dari jawaban angket
responden yang menjawab Y a frekuensinya adalah 17 orang atau 43,33%, dan yang
menjawab Kadang-kadang adalah 15 orang atau 38,33%, sedangkan yang menjawab
Tidak adalah 8 orang atau 18,34%. Hal ini membuktikan bahwa pedoman dalam
memberikan pelayanan pendidikan telah diatur sesua dengan prosedur dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan cukup baik.
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Tabel 4.12
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN MENGENAI

KESESUAIAN PEDOMAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN DENGAN
ARAHAN PIMPINAN

No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 35 88,57 %
2 Kadang-kadang 5 11,43 %
3 Tidak - -

Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.9

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, menyatakan bahwa pedoman
pelayanan yang diberikan sesua dengan arahan pimpinan. Ha ini ada 88,57%
responden menyatakan bahwa pedoman pelayanan yang diberikan sesuai dengan
arahan pimpinan Sementara ada 11,43% responden yang menyatakan bahwa
pedoman pelayanan yang diberikan sesuai dengan arahan pimpinan bersifat kadang-

kadang yaitu 5 orang.

2. Tabulasi Data Variabel Terikat (Y) Pelayanan Publik

Berikut ini adalah analisis data yang berhubungan dengan Variabel terikat (Y)

yaitu Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
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Tabel 4.13

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI KESEDERHANAAN
PROSEDUR PEMBERIAN PELAYANAN YANG DILAKUKAN SUDAH
SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 32 80%
2 Kadang-kadang 7 20 %
3 Belum - -
Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, yang menyatakan
kesederhanaan prosedur pemberian pelayanan yang bapak/ ibu lakukan sudah sesuai
dengan Standar Operasiona Prosedur (SOP) cukup baik, ha ini terlihat dari jawaban
angket responden yang menjawab Y a frekuens adaah 32 orang atau 80%, dan yang
menjawab Kadang-kadang adalah 7 orang atau 20%, sedangkan yang menjawab
Tidak, sama sekali tidak ada. Hal ini membuktikan bahwa kesederhanaan prosedur
pemberian pelayanan yang dilakukan sudah sesua dengan Standar Operasional

Prosedur (SOP) sudah cukup baik sesua dengan pel aksanaan tugas pegawai.
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Tabel 4.14

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI KESEDERHANAAN
PROSEDUR PELAYANAN YANG DI BERIKAN MUDAH DIPAHAMI

OLEH PUBLIK
No Alter natif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 34 85 %
2 Kadang-kadang 6 15 %
3 Tidak - -
Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.2

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam ha kesederhanaan
prosedur pelayanan yang diberikan mudah dipahami oleh publik frekuensinya cukup
bak, ha ini terlihat dari jawaban angket responden yang menjawab Ya adalah 34
orang atau 85%, yang menjawab Kadang-kadang 6 orang atau 15%, sedangkan yang
menjawab Tidak, tidak ada. Jadi dapat dilihat bahwa dalam melasanakan tugas yang
sudah dibuat sesuia dengan daftar uraian pekerjaan kepada pegawa selalu
mengerjakan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa kesederhanaan prosedur

pelayanan yang diberikan mudah dipahami cukup baik.
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Tabel 4.15

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN MENGENAI PROSEDUR
PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN MUDAH DILAKSANAKAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK

No Alter natif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 25 61,67%
2 Kadang-kadang 15 38,33%
3 Tidak - -

Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.3

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal prosedur pelayanan
yang diselenggarakan mudah dilaksanakan dalam pemberian pelayanan publik
frekuensinya cukup baik, ha ini terlihat dari jawaban angket responden yang
menjawab Ya adalah 25 orang atau 61,67%, dan yang menjawab Kadang-kadang
adalah 15 orang atau 38,33%, sedangkan yang menjawab Tidak, sama sekai tidak
ada. Hal ini membuktikan bahwa prosedur pelayanan yang diselenggarakan mudah

dilaksanakan dalam pemberian pelayanan publik cukup baik.
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Tabel 4.16

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI PEMBERIAN
PELAYANAN PUBLIK YANG DISESUAIKAN DENGAN PETUNJUK DAN
ARAHAN PIMPINAN AGAR HASIL KERJA MENINGKAT

No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 27 68,33 %
2 Kadang-kadang 13 31,67%
3 Tidak - -

Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.4

Berdasarkan tabel diatas, dgpat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam memberikan pelayanan
publik yang sesua dengan petunjuk dan arahan pimpinan agar hasil kerja meningkat
cukup baik, ha ini terlihat dari jawaban angket responden yang menjawab Ya adaah
27 orang atau 68,33%, dan yang menjawab Kadang-kadang adaah 13 orang atau
31,67%, sedangkan yang menjawab Tidak, sama sekali tidak ada. Ha ini
membuktikan bahwa dalam memberikan pelayanan pulik, sudah sesua dengan

petunjuk dan arahan pimpinan agar hasil kerja meningkat.
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Tabel 4.17

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN MENGENAI TANGGUNG JAWAB
PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
MENDAPAT PENGHARGAAN DARI PEMERINTAH DAERAH

No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 23 58,33 %
2 Kadang-kadang 17 41,67 %
3 Tidak - -

Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.5

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagal, yang menyatakan tanggung
jawab pimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik mendapat penghargaan dari
pemerintah Daerah cukup baik, hal ini terlihat dari jawaban angket responden yang
menjawab Ya adaah 23 orang atau 58,33%, sedangkan yang menjawab Kadang-
kadang 17 orang atau 41,67%. dan yang menjawab Tidak, sama sekali tidak ada. Hal
ini membuktikan bahwa pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
dalam ha adanya tanggung jawab pimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik

mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah cukup baik.
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Tabel 4.18

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI
TANGGUNG JAWAB PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK TELAH SESUAI DENGAN PEDOMAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 29 73,33%
2 Kadang-kadang 11 26,67 %
3 Tidak - -

Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.6

Berdasarkan tabel diatas, dgpat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, mengenai tanggung jawab
pimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik telah sesua dengan pedoman
pelaksanaan Pekerjaan cukup baik, hal ini terlihat dari jawaban angket responden
yang menjawab Ya frekuensi adalah 29 orang atau 73,33%, dan yang menjawab
Kadang-kadang adalah 11 orang atau 26,67%, sedangkan yang menjawab Tidak,
sama sekali tidak ada. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab pimpinan dalam
meningkatkan pelayanan publik telah sesuai dengan pedoman pel aksanaan Pekerjaan

cukup baik.
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Tabel 4.19

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN MENGENAI TANGGUNG JAWAB
SEBELUM DAN SESUDAH MELAKSANAKAN TUGAS DIWAJIBKAN
UNTUK MENGISI/MENANDA-TANGANI DAFTAR HADIR

No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase

1 Ya 22 55 %

2 Kadang-kadang 13 33,33 %

3 Tidak 5 11,67
Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.7

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal sebelum dan
sesudah melaksanakan tugas diwajibkan untuk mengisi/menanda-tangani daftar hadir
cukup baik. Hal ini terlihat dari jawaban angket responden yang menjawab Y a adalah
22 orang atau 55%, sedangkan yang menjawab Kadang-kadang adalah 13 orang atau
33,33%, dan yang menjawab Tidak adadah 5 orang atau 11,67%. Ha ini
membuktikan bahwa sebelum dan sesudah melaksanakan tugas diwgibkan untuk

mengisi/menanda-tangani daftar hadir cukup baik.
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Tabel 4.20

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI PEGAWAI DALAM
MEMATUHI ATURAN DISIPLIN KERJA MERASA TIDAK ADA

KETERPAKSAAN
No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 25 61,67%
2 Kadang-kadang 15 38,33%
3 Tidak - -
Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.8

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 40 orang responden di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, ddam hal dalam mematuhi
aturan disiplin kerja merasa tidak ada keterpaksaan cukup baik, hal ini terlihat dari
jawaban angket responden yang menjawab Ya frekuensinya adalah 25 orang atau
61,67%, sedangkan yang menjawab Kadang-kadang adalah 15 orang atau 38,33%,
dan yang menjawab Tidak, samasekali tidak ada. Hal ini membuktikan bahwa dalam

mematuhi aturan disiplin kerjatidak ada keterpaksaan cukup baik.
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Tabel 4.21

DISTRIBUS JAWABAN RESPONDEN MENGENAI PEROLEHAN
PENGHARGAAN SETELAH MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN
ATURAN DISIPLIN KERJA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

PUBLIK
No Alternatif Jawaban Frekuens Persentase
1 Ya 22 55 %
2 Kadang-kadang 13 33,33 %
3 Tidak 5 11,67
Jumlah 40 100 %

Sumber: Angket Responden dari pertanyaan No.9

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwadari 40 orang responden di

kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, daam ha perolehan
penghargaan setelah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan disiplin kerja dalam
memberikan pelayanan publik cukup baik. Hal ini terlihat dari jawaban angket
responden yang menjawab Y a adaah 22 orang atau 55%, sedangkan yang menjawab
Kadang-kadang adalah 13 orang atau 33,33%, dan yang menjawab Tidak adaah 5
orang atau 11,67%. Hal ini membuktikan bahwa perolehan penghargaan setelah
melaksanakan tugas sesuai dengan aturan disiplin kerja dalam memberikan pelayanan

publik cukup baik.
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B. Pembahasan /Analisis Data

Daam pembahasan yang merupakan analisis data dari hasil penelitian adalah
untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan pada Bab 1l. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan menggambarkan secara kuantitatif dari kedua variabel
yatu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Pengujian secara kuantitatif
terhadap kedua varibel tersebut dilakukan dengan pengolahan data yang diperoleh
dari hasil penyebaran angket kepada responden yang seluruhnya berjumlah 40 orang.
Daam melakukan analisis data dari hasil jawaban angket responden yang akan

dituangkan kedalam tabel tabulasi jawaban responden sebagal berikut:

1. AnalisisData Variabel Bebas ( X)

Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan

Perolehan data tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan yang
merupakan varibel Bebas (X) dalam penelitian akan dianalisis melalui tabulasi data

sebagai berikut.



Tabel 4.22

TABULASI HASIL DATA VARIABEL (X) YAITU

81

AKUNTABILITASKINERJA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

No Nilai Responden menurut Nomor Pertanyaan
Jumlah
Resp 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 3 3 3 3 3 26
2 2 3 3 2 3 3 2 23
3 2 1 3 3 3 1 3 21
4 3 2 2 2 3 3 3 23
5 3 2 2 2 3 1 3 22
6 2 2 2 2 3 2 3 21
7 2 2 2 3 2 2 3 21
8 3 3 3 3 3 1 2 24
9 2 2 2 3 3 2 2 22
10 3 2 3 3 2 2 3 22
11 2 2 2 3 3 2 2 22
12 3 3 3 3 3 3 2 26
13 2 1 2 3 3 1 2 19
14 3 3 3 3 3 3 3 27
15 3 1 3 3 3 3 3 25
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37 2 2 1 3 3 3 2 2 3 21
38 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25
39 3 1 1 2 2 3 3 3 3 21
40 3 3 1 3 3 3 3 3 3 25
944

Sumber: Hasil Tabulas data Variabel bebas (X)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwanilai jawaban tertinggi
adalah 27 dan nilai jawaban terendah adalah 18. Nilai-nilai tersebut dapat
dipergunakan untuk mengklarifikasi data dengan mencari jarak pengukuran (R), yaitu
dengan menggunakan rumus statistik sebagai berikut :

- R
Jarak Interva

Adapun untuk nilai R adalah sebagai berikut :
R = nilai tertinggi - nilai terendah
Maka: R= 27-18
R=9
Kemudian dicari |ebar interval dengan menggunakan rumus di atas, yaitu:

R
Jarak interval

Karena jumlah penggolongan interva yang dikehendaki adalah 3 (tiga) yaitu

kategori tinggi, sedang dan rendah, maka diperoleh interval sebagal berikut :
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R
3

i:g
3

i =3
Sesudah lebar interval diketahui, maka jarak tersebut dapat dipergunakan

untuk membatasi kategori yang diinginkan seperti tinggi, sedang, rendah.
Tabel 4.23

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN BERDASARKAN VARIABEL
BEBAS (AKUNTABILITASKINERJA PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN)

No Kategori Frekuensi Persentase
1 Tinggi (24-27) 21 52,5 %
2 Sedang (21-23) 17 425 %

3 Rendah (18-20) 2 5%
Jumlah 40 100 %

Sumber : Hasil Analisis Jawaban Responden Variabel Bebas

Berdasarkan tabel di atas dapat dissimpulkan bahwa dari seluruh responden yang
menyatakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan dalam kategori tinggi
adalah sebanyak 21 orang atau 52,5%, yang menyatakan dalam kategori sedang

adalah 17 orang atau 42,5%, dan yang menyatakan kategori rendah adalah sebanyak 2
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orang atau 5%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pendidikan dalam kategori tinggi, yaitu 52,5%, hal ini terbukti

dengan datayang ada.
2. AnalisisData Variabel Terikat (Y) Pelayanan Publik

Perolehan data tentang Pel ayanan Publik yang merupakan varibel Bebas (Y)
dalam pendlitian akan dianalisis melalui tabulasi data sebagai berikut:
Tabel 4.24

TABULASI HASIL DATA VARIABEL (Y)
YAITU PELAYANAN PUBLIK

No Nilai Responden menurut Nomor Pertanyaan
Jumlah
Resp| 1 2 3 4 [ 5 6 7 8 9
1 3 3 3 2 2 1 2 3 2 21
2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 21
3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 23
4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25
5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
7 2 3 2 3 3 2 3 2 3 23
8 2 3 2 3 3 1 3 3 3 23
9 2 2 3 3 2 3 3 3 3 24
10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
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32 3 3 2 3 2 2 3 3 3 24
33 3 3 2 3 2 2 3 2 3 23
34 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24
35 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24
36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
38 3 3 3 3 2 3 2 3 2 24
39 3 3 3 3 2 3 2 3 2 24
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
977

Sumber: Hasil Tabulasi Data Variabel Terikat (Y)

Berdasarkan tabd di atas, dapat diketahui bahwa nila jawaban responden
variabel terikat (pelayanan publik) yang tertinggi adalah 27 dan nilai jawaban
terendah adalah 19. Nila-nilai tersebut dapat dipergunakan untuk membuat
penggolongan dengan mencari jarak pengukuran, yaitu dengan menggunakan rumus
statistik sebagai berikut :

- R
Jarak Interva

Adapun untuk nilai R adalah sebagai berikut :
R = nilai tertinggi - nilai terendah

Maka: R= 27-19
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R=38

Kemudian dicari |ebar interval, sesuai dengan rumus di atas, yaitu: ——
Jarak Interval

Karena jumlah penggolongan interval yang dikehendaki adalah 3 (tiga) yaitu kategori
tinggi, sedang dan rendah, maka diperoleh interval sebagai berikut :

R

3
. _ 8
| = =
3
I = 2,66 (dibulatkan menjadi 3)
Berdasarkan nilai (i) maka, dibuat kategori dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Tabel 4.25

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN BERDASARKAN VARIABEL
TERIKAT (PELAYANAN PUBLIK)

No Kategori Frekuens Persentase
1 Tinggi (25-27) 19 475 %
2 Sedang (22-24) 18 45%

3 Rendah (19-21) 3 75 %
Jumlah 40 100 %

Sumber : Hasil Jawaban Responden Variabel Terikat
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh responden

yang menyatakan pelayanan publik dalam kategori tinggi adalah sebanyak 19 orang
atau 47,5 %, yang menyatakan dalam kategori sedang adalah 18 orang atau 45 %, dan
yang menyatakan kategori rendah adalah sebanyak 3 orang atau 7,5 %. Dengan
demikian dapat diketahui bahwa pelayanan publik tinggi, yaitu 55 %, ha ini terbukti

dengan datayang ada.

3. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya dibuat tabel perhitungan nilai yang bertujuan untuk dapat mencari

perhitungan rumus Koefisien Korelasi Product Moment sebagai berikut :

Tabel 4.26

PERHITUNGAN ANTARA VARIABEL BEBAS (X) AKUNTABILITAS
KINERJA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN VARIABEL
TERIKAT (Y) PELAYANAN PUBLIK

No )
X Y X Y? XY
Resp
1 2 3 6 4
1 26 21 676 441 546
2 23 21 529 441 483
3 21 23 441 529 483
4 23 25 529 625 575
5 22 26 484 676 572
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6 21 27 441 729 567
7 21 23 441 529 483
8 24 23 576 529 552
9 22 24 484 576 528
10 22 26 484 676 572
11 22 25 484 625 550
12 26 24 676 576 624
13 19 23 361 529 437
14 27 27 729 729 729
15 25 27 625 729 657
16 22 24 484 576 528
17 21 23 441 529 483
18 25 24 625 576 600
19 18 27 324 729 486
20 22 22 484 484 484
21 25 23 625 529 575
22 23 25 529 625 575
23 27 23 729 529 621
24 24 19 576 361 456
25 27 25 729 625 675
26 23 27 529 729 621
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27 25 25 625 625 625
28 25 25 625 625 625
29 27 25 729 625 675
30 23 26 529 676 598
31 24 26 576 676 624
32 27 24 729 576 648
3 25 23 625 529 575
34 25 24 625 576 600
35 26 24 676 576 624
36 24 26 576 676 624
37 21 27 441 729 567
38 25 24 625 576 600
39 21 24 441 576 504
40 25 27 625 729 675
A X944 | §Y 977 | §X?22482 | §Y224001 | § XY 23144

Sumber : Hasil andisis antaraVariabel X dan Variabel Y

Dari hasil perhitungan tabel di atas, maka selanjutnya hasil tersebut disgjikan

untuk mendapatkan ada tidaknya pengaruh variabel bebas (Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan Pendidikan)

terhadap variabel terikat (pelayanan publik) yang

digukan dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment oleh Karl Person.



1. Korelasi Product Moment

r

Qo Qo Qo Qo Qo pzd

r

Fy

Fy

5 =

N& XY- A X)AY)
VIN& X2- (& X)2ANAY*- (8 Y)?

= 40

X = 944

Y =977

X2 = 22482

Y? = 24001

XY = 23144

_ N& XY - (& X)@&Y)
JIN& X2~ (8 X)?N&Y*-(AY)%

_ 40.23144- (944)(977)
\140.22482- (944)2{40.24001- (977)%}

_ 925760- 922288

|/(694440- 687241)(756520- 751689)

3472

i |/(7199)(4831)

Ny

3472

\ 34778369

92
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3472
y=———
¥ 5897318

= 0,588

Untuk melihat tingkat kekuatan hubungan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan
Pendidikan (X) Peningkatan Pelayanan Publik (Y) di atas maka digunakan pedoman
interpretasi koefisien korelasi product moment sebagai berikut :

Tabel 4.27

INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI PRODUC MOMENT

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00-0,199 Sangat Rendzh
0,20-0,399 Rendah
0,40-0,599 Sedang
0,60-0,799 Kuat
0,80-1,000 Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, (2008;184)

Dari tabel 4.27 tersebut di atas, maka koefisien korelasi yang ditemukan (rxy
hitung) 0.588 termasuk pada kategori sedang. Jadi ada hubungan yang sedang antara
Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan (X) dan Peningkatan Pelayanan

Publik (Y).

Selanjutnya Sugiyono (2008;185) mengatakan bahwa Uji signifikan korelasi

product moment secara praktis, yang tidak perlu dihitung dengan uji t, tetapi langsung
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dikonsultasikan pada r tabel (Tabel 111 terlampir). Ketentuannya bila r hitung lebih
kecil dari r tabel, maka Ho dan Ha ditolak. Tetapi sebaliknya bilar hitung lebih besar

dari r tabel (rh > r tabel) maka Ha diterima. (Ha artinya Hipotesis aktif/alternatif).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka tingkat korelas antara variabel bebas (X)
Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan dengan variabel terikat (Y)
Peningkatan Pelayanan Publik berada pada tingkat interpretasi sedang, yaitu berada
antara 0,40-0,599. Dari hasil perhitungan korelas X dan Y tersebut menghasilkan

r,= 0,588. Dengan mengkonsultasikan hasil tersebut dengan r tabel yakni pada

sampel N = 40 dengan taraf singnifikan 5 % dimana nilai r tabel tersebut adalah
0,312, maka hal ini berarti bahwa nilai r hitung yang nilainya 0,588 lebih besar dari
pada r tabel yakni 0,312 (0,588 > 0,312), dengan demikian hipotesis dternatif
diterima. Artinya ada pengaruh variabel bebas (X) yaitu Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pendidikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu Peningkatan
Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan kata
lain jika Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan dapat di laksanakan
dengan sebaik-baiknya oleh Dinas Pendidikan maka akan berpengaruh terhadap

Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Uji Determinasi
Selanjutnya untuk mengetahui besarnya persentase (%) Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan Pendidikan terhadagp Peningkatan Pelayanan Publik dengan
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menggunakan rumus Determinasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008;185) yaitu

dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan (rxy hitung).
D= (r, ]} x100%

D = (0,588)* x 100 %

D=0,3457x100%; Jadi D =34,57%

Dari hasil perhitungan di atas, dapat dinyatakan bahwa besarnya persentase
Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Peningkatan Pelayanan
Publik 34,57 % sementara sisanya 65,43% adalah faktor-faktor lain yang

mempengaruhi variabel pelayanan publik.

3. Uji Regresi Linier

Uji regres linier adalah menghitung persamaan regresinya. Persamaan regresi
dapat digunakan untuk melakukan prediks seberapa tinggi nilai variabel dependen
(Y) bila nilai variabel indenpenden (X) dimanipulas (dirubah-rubah). Artinya, uji
regresi linier adalah untuk menentukan pengaruh perubahan variabel bebas (X)
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan terhadgp variabel terikat (Y)
peningkatan pelayanan publik yang secara umum persamaan regresi sederhana
(dengan satu prediktor) dapat dihitung/dianalisis dengan menggunakan rumus

Sugiono (2008;188) sebagai berikut;

Y =a+b(X)
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Y = Nila yang diprediksikan
a = Konstantaatau bilahargaX =0
b. = Koefisien regresi
X = Nilai variabel indenpenden
Untuk dapat menemukan persamaan regresi, maka akan dihitung terlebih dahulu

hargaadan b, yaitu sebagai berikut:

a=&* pay
n n
p"AXY- (@ X))
nd X*- (& xf
diketahui
N = 40
ax = om
ay = 977
a X? = 22482
ay? = 24001

a XY= 23144

w8 xv- (& x)a v)
& x- (& X

b= 925760- 922288

899280- 891136

b=
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b= 3472
8144

b=0/426

Selanjutnyanilai a sebagai berikut :

a= M 042627
40 40

a=23,60-1040
a=13,20

Setelah harga a dan b diketahui yaitu 13,20 dan 0,426, maka persamaan
matematis regresi linier variabel bebas (X) akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pendidikan terhadap variabel terikat (Y) pelayanan publik dagpat dirumuskan sebagai

berikut :
Y =13,20 + 0,426 (X)

Sesuai dengan distribusi nilai jawaban responden diketahui nilai tertinggi
adalah 27 dan nilai terendah 19 dengan demikian kecendrungan perubahan nilai
variabel terikat (Y) peningkatan pelayanan publik dapat diketahui dengan cara

sebagai berikut :
Untuk variabel X tertinggi : (27)

Y =a+b(x)
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Y = 13,20 + 0,426(27)
Y = 13,20 + 11,502

Y =24,702

Untuk variabel X terendah (19)
Y =a+b(x)
Y = 13,20 + 0,426 (19)
Y = 13,20+ 8,094
Y =21,294
Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh hasil regresi linier nilai
variabel bebas tingkat maksimum (27) adalah 24,702, nila minimum (19) adalah

21,294. Ini berarti mengalami kenaikan sebesar 3,408

Dari hasil persamaan regresi linier sederhanaini dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 4.1

GRAFIK GARISREGRESI LINIER SEDERHANA

24,702

21,294
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa interpretasi antara pengaruh
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan terhadap peningkatan pelayanan
publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedaga adalah mengalami kenaikan

hasil dari 19 ke 27 akan menaikkan partisipasi dari 21,294 menjadi 24,702.
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BAB V
PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis membuat

kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil tabulasi data yang diperoleh dari 40 responden yang menyatakan
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan dalam kategori tinggi adalah
sebanyak 18 orang atau 45%, yang menyatakan dalam kategori sedang adalah 16
orang atau 40%, dan yang menyatakan kategori rendah adalah sebanyak 6 orang
atau 15%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pendidikan dalam kategori tinggi, yaitu 45%, hal ini dibuktikan

dari hasil tabulasi/analisis datayang ada.

2. Dari hasil tabulasi data yang diperoleh dari 40 responden yang menyatakan
peningkatan pelayanan publik dalam kategori tinggi adaah sebanyak 22 orang
atau 55 %, yang menyatakan dalam kategori sedang adalah 17 orang atau 42,5 %,
dan yang menyatakan kategori rendah adaah sebanyak 1 orang atau 2,5 %.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa peningkatan pelayanan publik tinggi,

yaitu 55 %, hd ini dibuktikan dari hasil tabulasi/analisis data yang ada

3. Berdasarkan hasil konsultasi dengan tabel interpretasi koefesian korelasi dapat
dilihat bahwa tingkat korelasi antara variabel bebas (X) Akuntabilitas Kinerja

100
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Penyelenggaraan Pendidikan dengan variabel terikat (Y) Peningkatan Pelayanan

Publik berada pada tingkat interpretasi sedang, yaitu berada antara 0,40-0,599.

Dari hasil perhitungan korelas X dan Y tersebut menghasilkan r, = 0,588,

Dengan mengkonsultasikan hasil tersebut dengan r tabel yakni pada sampel N=40
dengan taraf singnifikan 5 % dimana nilai r tabel tersebut adalah 0,312, maka hal
ini berarti bahwa nilai r hitung yang nilainya 0,588 lebih besar dari pada r tabel
yakni 0,312 (0,588 > 0,312), dengan demikian hipotesis alternatif diterima.
Artinya ada pengaruh variabel bebas (X) yaitu Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pendidikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu Peningkatan
Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan kata
lain jika Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan dapat di |aksanakan
dengan sebaik-baiknya oleh Dinas Pendidikan maka akan berpengaruh terhadap
Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

. Untuk  mengetahui besarnya persentase (%) Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Peningkatan Pelayanan Publik dilakukan uji
determinasi dengan dengan menggunakan rumus Determinasi yaitu dengan cara
mengkuadratkan koefisien yang ditemukan (rxy hitung).

Dari hasil perhitungan rumus determinasi, diperolah hasl bahwa besarnya
persentase (%) Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan terhadap
Peningkatan Pelayanan Publik adalah 34,57 % sementara sisanya adalah faktor-

faktor lain yang mempengaruhi variabel pelayanan publik.
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5. Untuk menentukan pengaruh perubahan variabel bebas (X) akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pendidikan terhadap variabel terikat (Y) peningkatan pelayanan
publik dilakukan uji regresi linier yang secara umum melakukan persamaan
regresi sederhana (dengan satu prediktor) yang dihitung/dianaisis dengan
menggunakan rumus 'Y = a+ b (X).

Berdasarkan hasil perhitungan rumus tersebut, diperoleh hasil regresi linier nilai
variabel bebas tingkat maksimum (27) adalah 24,702, nilai minimum (19) adalah
21,294. Ini berarti mengalami kenaikan sebesar 3,408.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa interpretasi antara pengaruh
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan terhadap peningkatan
pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai adaah
mengalami kenaikan hasil dari 19 ke 27 akan menaikkan partisipasi dari 21,294

menjadi 24,702.

B. Saran-—saran

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang adanya pengaruh akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pendidikan terhadap peningkatan pelayanan publik tergolong
sedang, maka dari itu perlu lebih ditingkatkan lagi pelaksanaannya dengan sebaik-
baiknya agar pelayanan publik dapat meningkat.

2. Peningkatan Pelayanan Publik yang cukup baik atau yang tergolong tinggi agar

dapat terus dipertahankan dan di bina serta tetgp berusaha untuk lebih bak lagi
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sehingga visi, misi dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif dan
efesien.

3. Hendaknya Aparatur pemerintah daerah khususnya di Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan
pendidikan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga kinerja

pelaksanaan tugas dapat dipertanggung jawabkan secara organi satoris.
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